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ABSTRAK 
 
 
Abdul Rahman (E21107045), : “Intensifikasi pemungutan pajak bumi dan 
bangunan di kecamatan soreang parepare”, xviii + 88 halaman + 4 tabel + 1 
gambar + 28 pustaka  (1983-2009).Dibimbing oleh Drs.Luthfy Atmansyah, 
MA dan Dra.Hj Gita Susanti, M.Si. 
 
 
Hal ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pajak bagi penerimaan negara / 
peningkatan keuangan daerah. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka 
pemerintah melakukan berbagai macam usaha. Salah satu cara yang dilakukan 
pemerintah yaitu dengan melakukan intensifikasi pemungutan pajak. Dengan 
dilakukannya intensifikasi pemungutan pajak, maka pemerintah mengharapkan 
penerimaan pajak dapat lebih optimal dan mencapai target yang sudah 
ditetapkan sebelumnya. 
 
Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang  
intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan soreang 
parepare. Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka tipe penelitian yang 
digunakan adalah kualitatif deskriptif yakni untuk memberikan gambaran secara 
jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta 
menjelaskan data secara sistematis pada Kecamatan soreang dengan 
pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu melakukan 
wawancara kepada responden yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal 
yang berhubungan dengan penelitian. 
 
 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa intensifikasi pemungutan pajk bumi dan 
bangunan di kecamatan soreang sudah cukup baik atau efektif. Namun hendaklah 
intensifikasi tersebut dapat ditingkatkan agar tujuan dari organisasi yaitu 
meningkatkan penerimaan pajak dapat terpenuhi. Sementara untuk mengukur 
intensifikasi pemungutan pajak Bumi dan Bangunan yaitu dengan melihat tingkat 
kepatuhan wajib pajak yang diukur melalui aspek Psikologis dan aspek yuridis. 
Aspek Psikologis terdiri dari Penyuluhan, Pelayanan dan Pemeriksaan. Sedangkan 
Aspek yuridis terdiri dari pendaftaran WP, pelaporan SPT, penghitungan pajak dan 
pembayaran pajak. 
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ABSTRACT 
 
 
Abdul Rahman (E21107045), : "Intensification of land and building tax 
collection in the district Soreang Parepare", xviii + 88 pages + 4 tables + 28 
+ 1 image library (1983-2009). Guided by Drs.Luthfy Atmansyah, MA and 
Dra.Hj. Gita Susanti, M.Si. 
 
 
This is motivated by the importance of taxes for state revenue / increase in local 
finances. To reach its intended destination, the government made various efforts. 
One way the government is conducting the intensification of tax collection. With 
the intensification of tax collection, the government expects tax revenues can be 
more optimally and achieve the targets that have been defined previously. 
 
The purpose of the study was conducted to provide an overview of how the 
intensification of land and building tax collection in the district Soreang Parepare. 
To achieve the goal of this study is the type of study is a descriptive type which is 
to provide a clear picture of the issues under study, interpret and describe data 
systematically in the District Soreang with the research approach used was 
qualitative, ie do an interview to the respondent that contains questions on 
matters relating to the research. 
 
From the results showed that the intensification of land and building tax collection 
in the district Soreang good enough or effective. But let the intensification of the 
collection can be improved so that the purpose of the organization is to increase 
tax revenues can be met. While the intensification of tax collection to measure 
the earth and the building is by looking at the extension procedure, service, 
inspection, registration WP, SPT reporting, calculation and payment of taxes 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1. LATAR BELAKANG 
Pembangunan tidak dapat digerakkan tanpa adanya dukungan dana 
terutama yang berasal dari dalam negeri sehingga pada sektor ini penerimaan 
dalam negeri sangat diperlukan. Pemerintah berupaya setiap tahunnya  
penerimaan dalam negeri terutama dari pajak terus meningkat. Demikian penting 
pajak bagi negara, maka pemungutannya didasarkan pada ketentuan Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 23 huruf (a),  bahwa segala pajak untuk keperluan 
negara berdasarkan Undang-undang. 
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 
2007).  
Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk 
mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung 
dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional 
dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari 
masa kemasa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang 
kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi.  
Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan 
pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya 
alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik 
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yang diperoleh dari sumber sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari 
sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah 
satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensil dan kontribusi terhadap 
pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya  Strategisnya 
Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh 
bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). 
Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah 
ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam 
neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negara bersumber dari 
penerimaan dalam Negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam 
Negeri terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah 
penerimaan migas dan penerimaan yang berasal dari pajak. Penerimaan Negara 
yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang 
sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pentingnya pajak 
tersebut  terutama untuk pembiayaan pembangunan, hal ini tidak lain karena 
warga Negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari 
berupa sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti 
jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan 
merasakan aman dan terlindungi. Sarana dan prasarana berupa fasilitas umum 
tersebut untuk ketersediaannya hanya pemerintahlah yang bertanggung jawab 
untuk memenuhinya (Kunarjo, 1993:125). 
Pajak sebagai penerimaan Negara tampaknya sudah jelas bahwa apabila 
pajak ditingkatkan maka penerimaan Negara pun meningkat, sehingga Negara 
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dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pemerataan 
pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat 
masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang 
miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat meredistribusi pendapatan 
dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan 
tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan 
lebih kecil. 
Berhubungan dengan hal ini, cara memungut pajak sebagaimana 
dikemukakan oleh Kunarjo (1993:126) dapat dibagi tiga yaitu : (1) Progresif, yaitu 
memungut pajak dengan persentase meningkat sesuai dengan cakupan 
penerimaan yang makin meningkat. Dengan demikian secara relatif maupun 
absolute kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dibebani dengan 
pajak yang besar. (2) Degresif, yaitu pemungutan pajak dengan persentase yang 
makin menurun pada cakupan masyarakat yang pendapatannya makin 
meningkat. Pada kategori ini, walaupun berpendapatan tinggi, maka dibebani 
pajak relatif lebih kecil tetapi secara absolute jumlahnya lebih besar. (3) 
Proporsional, yaitu membagi pajak dengan persentase yang sama pada setiap 
tingkat pendapatan. Ini berarti bahwa secara relatif seluruh masyarakat wajib 
pajak dibebani dengan persentase sama tetapi secara absolute kelompok 
berpendapatan tinggi dibebani pajak yang lebih besar. 
Jenis pajak yang diperhitungkan pada sisi penerimaan dalam APBN antara 
lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, cukai, ekspor, pajak 
bumi dan bangunan, pajak lainnya dan penerimaan bukan pajak. khususnya 
untuk pajak bumi dan bangunan sebagian besar penerimaannya merupakan 
pendapatan daerah. Objek yang dikenakan pada pajak bumi dan bangunan ini 
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adalah nilai jual objek pajak bumi dan bangunan. pungutan yang dilakukan oleh 
pemerintah dilakukan pembagian sebagaimana diatur oleh undang-undang yaitu 
bagi pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. 
Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara, yaitu suatu jenis pajak yang 
dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak dengan instansi operasionalnya Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama. Kemudian menurut pasal 18 UU PBB, menyebutkan: 
a. Hasil penerimaan  pajak merupakan  penerimaan negara yang dibagi antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan pembagian 
sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) untuk pemerintahan 
daerah tingkat II dan pemerintah daerak tingkat I sebagai pendapatan daerah 
yang bersangkutan (pemerintahan daerah tingkat II sekarang adalah 
pemerintahan kabupaten sedangkan pemerintahan tingkat I adalah 
pemerintahan propinsi). 
b. Bagian penerimaan pemerintahan daerah sebagai mana yang dimaksud 
dalam Ayat (1), sebagian besar diberikan kepada pemerintah daerah tingkat 
II (pemerintahan kabupaten). 
c. Imbangan pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah. 
Menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan 
bangunan, sehingga hal ini tidak jauh berbeda dengan Ipeda. Yang dimaksud 
dengan Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. 
Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut Wilayah 
Indonesia. Sedangkan yang  dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi 
teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-
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perairan. Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi dan bangunan adalah 
badan yang secara nyata : (1) Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau 
mempunyai manfaat atas bumi; (2) Memiliki, menguasai dan akan memperoleh 
manfaat atas bangunan. 
Menurut Chaizi Nasuha menyatakan bahwa intensif  tidaknya 
pemungutan pajak (Self Assessment) dapat diukur melalui tingkat kepatuhan 
Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya, dimana ada beberapa 
aspek yang menjadi tolak ukur yakni aspek psikologis dan aspek yuridis. Aspek 
psikologis lebih melihat kepada sampai sejauh mana aparat pajak dalam 
melakukan tugasnya sebagai penyuluh, pelayan, dan pengawas. Aspek yuridis 
diukur dari sampai sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.  
Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh 
oleh daerah, sebagaimana masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang 
ada didalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam 
pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya. Sejalan 
dengan hal tersebut pemerintah sering melakukan suatu teknik pemberian 
motivasi pada pemerintah bawahannya seperti camat, kepala lurah dan desa 
dengan memberikan penghargaan bagi mereka yang berhasil memenuhi target 
pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan dalam tahun Pajak berjalan. Namun 
berkaitan dengan hal tersebut, banyak kejanggalan yang ditemukan di lapangan 
dan sudah menjadi rahasia umum. Seringkali kepala desa/lurah melunasi sendiri 
pajak bumi dan bangunan dari uang pribadi atau kas desa untuk menutupi 
kekurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan (Sebelum batas akhir) yang 
disebabkan oleh terlambatnya WP dalam membayar pajaknya. Kondisi demikian 
menunjukkan bahwa masih rendah partisipasi masyarakat dalam pembayaran 
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pajak bumi dan bangunan. sejalan dengan gejala-gejala tersebut, hal demikian 
ditemukan di  kecamatan soreang kota parepare. Dari observasi awal yang 
dilakukan, ditemukan bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan 2 tahun 
terakhir mencapai target, dan seringkali untuk menutupi kekurangan tersebut 
kepala desa/kecamatan menggunakan uang pribadinya untuk membayar pajak 
bumi dan bangunan sambil menunggu pembayaran dari masyarakat. 
Target PBB kecamatan Soreang terhitung 3 tahun terakhir yaitu untuk 
tahun 2009 Kecamatan Soreang memiliki target 957.335.000,-. Untuk target 
tahun 2010 sebesar 1.006.155.000,- dan untuk tahun ini kecamatan soreang 
memiliki target PBB sebesar Rp. 1.028.500.00,-. Dan kemudian realisasi dari 
hasil pemungutan PBB yang dilakukan di kecamatan soreang untuk tahun 2011 
dalam masa triwulan ke-2 (April, Mei dan Juni) yaitu : 
Tabel 1. Target dan Realisasi Pemungutan PBB Kec.Soreang Tahun 2011 
TARGET  TH 
2011 
REALISASI 
Sisa Tahapan 
Tahapan bln 
s/d Juni 
s/d bulan lalu Bulan ini s/d Bulan ini 
1.028.500.000 462.825.000 377.976.293 122.091.989 500.068.000  37.243.282  
(Sumber : Kantor Kecamatan Soreang Kota Parepare, 2011) 
Berdasarkan pada fenomena berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan 
tersebut. Menurut M. Arifin I(2000:9) kurang optimalnya penerimaan disebabkan 
oleh banyak faktor antara lain : (1)  Kemampuan Sumber Daya Manusia; (2) 
Sarana dan prasarana; (3) Kepemimpinan; (4) Koordinasi dan Pengawasan; (5) 
Kondisi tempat tinggal; (6) Kondisi sosial ekonomi. Berkaitan dengan fenomena 
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diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ Intensifikasi 
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Soreang Parepare “. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diteliti 
dirumuskan sebagai berikut: Apakah pemungutan pajak bumi dan bangunan di 
kecamatan sorang kota parepare sudah Intensif?  
1.3. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui Intensifikasi 
pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan soreang kota parepare 
1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat dalam penelitian ini mengarah pada Tiga aspek berikut : 
1. Manfaat Akademis 
Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi yang 
dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai 
bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang. 
2. Manfaat Praktis 
Pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan 
atau masukan bagi pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
dalam meng-intensifkan sistem pemungutan pajak.  
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2. 1.     Konsep Intensifikasi 
2. 1. 1  Pengertian Intensifikasi 
 Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan 
pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam 
administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. 
 intensifikasi adalah keniscayaan bagi fiskus, baik untuk pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah. Keniscayaan untuk selalu dilakukan sebagai respon 
atas naluri yang sangat manusiawi dari wajib pajak, yaitu kalau bisa membayar 
sedikit (atau bahkan kalau bisa tidak usah membayar) kenapa harus membayar 
lebih. Naluri yang pada gilirannya menimbulkan upaya-upaya penghindaran 
pajak, baik melalui celah-celah peraturan perpajakan dengan tax planning, 
maupun upaya dengan melawan hukum seperti penyelundupan dan 
penggelapan pajak. Suatu hal yang harus selalu dicermati oleh fiskus, karena 
memang tidak mudah menyadarkan siapapun untuk secara suka rela merogoh 
koceknya dalam-dalam untuk membayar pajak yang dengannya tidak mendapat 
imbalan apapun secara langsung. 
 Dengan intensifikasi, fiskus mencermati apakah wajib pajak telah 
melaporkan seluruh obyek pajak yang ada padanya dengan jumlah yang 
sebenarnya. Titik beratnya adalah masalah teknis pemungutan pajak. Secara 
umum dilakukan dengan penyuluhan, dengan beragam cara dan melalui 
berbagai media. Secara khusus untuk wajib pajak tertentu, bisa dalam bentuk 
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himbauan, konseling, penelitian, pemeriksaan dan bahkan penyidikan apabila 
terdapat indikasi adanya pelanggaran hukum. 
Kegiatan intensifikasi pajak dilakukan dengan mengoptimalkan 
penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. 
Sasaranya adalah orang atau badan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP) tentunya 
2. 2       Teori Organisasi 
2. 2. 1.  Pengertian Organisasi 
 Manusia adalah mahluk sosial yang cenderung untuk hidup 
bermasyarakat serta mengatur dan mengorganisasi kegiatannya dalam 
mencapai suatu tujuan tetapi karena keterbatasan kemampuan menyebabkan 
mereka tidak mampu mewujudkan tujuan tanpa adanya kerjasama. Hal tersebut 
yang mendasari manusia untuk hidup dalam berorganisasi. 
Beberapa definisi tentang Organisasi menurut para ahli: 
Stephen P. Robbins menyatakan bahwa Organisasi adalah kesatuan (entity) 
sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif 
dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk 
mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. 
Cyril Soffer :Organisasi adalah perserikatan orang-orang yang masing-masing 
diberi peran tertentu dalam suatu system kerja dan pembagian dalam mana 
pekerjaan itu diperinci menjadi tugas-tugas, dibagikan kemudian digabung lagi 
dalam beberapa bentuk hasil. 
Kast & Rosenzweigh mengatakan : Organisasi adalah sub system teknik, sub 
system structural, sub system pshikososial dan sub system manajerial dari 
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lingkungan yang lebih luas dimana ada kumpulan orang-orang berorenteasi pada 
tujuan. 
Drs. Malayu S.P Hasibuan mengatakan “organisasi ialah suatu sistem 
perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok yang bekerja 
sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan 
wadah saja. 
Prof. Dr. Mr Pradjudi Armosudiro mengatakan “organisasi adalah struktur 
pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang 
pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama 
mencapai tujuan tertentu. 
Prof Dr. Sondang P. Siagian, mendefinisikan “organisasi ialah setiap bentuk 
persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara 
formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam 
ikatan yang mana terdapat seseorang / beberapa orang yang disebut atasan dan 
seorang / sekelompok orang yang disebut dengan bawahan.” 
2. 2. 2  Efektivitas Organisasi 
Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat  penting dalam teori 
organisasi, karena konsep efektivitas mampu memberikan gambaran tentang 
keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya. Oleh karena itu, 
diperlukan efektivitas untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan suatu 
organisasi, karena efektivitas dipandang sebagai suatu usaha untuk mengukur 
dan memberi nilai secara obyektif mencapai tujuan akhir yang telah 
direncanakan sebelumnya kemudian menjadi bahan perencanaan atau revisi 
pekerjaan tersebut layak ataukah tidak untuk dilanjutkan. 
23 
 
Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti terjadinya suatu efek atau 
akibat yang dikehendaki dalam sesuatu perbuatan (Ensiklopedi Administrasi, 
1989:149). Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat 
membawa hasil, berhasil guna. Sedangkan menurut Handoko (1993:7) efektivitas 
adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Dalam kenyataannya, sulit sekali memperinci apa yang dimaksud dengan 
konsep efektivitas dalam suatu organisasi. Pengertian efektivitas dalam suatu 
organisasi mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, bergantung 
pada kerangka acuan yang dipakainya. Bagi sejumlah sarjana ilmu sosial, 
efektivitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas kehidupan pekerja (Steers, 
1996:24). 
Richard M. Steers mengemukakan bahwa pada dasarnya cara yang 
terbaik untuk meneliti efektivitas ialah dengan memperhatikan secara serempak 
tiga buah konsep yang saling berhubungan yaitu: 
1. Paham mengenai optimasi tujuan: efektivitas dinilai menurut ukuran 
seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak 
dicapai; 
2. Perspektif sistematika: tujuan mengikuti suatu daur dalam organisasi; 
3. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi: 
bagaimana tingkah laku individu dan kelompok akhirnya dapat 
menyokong atau menghalangi tercapainya tujuan organisasi (Steers, 
1996:26-30s). 
Orientasi dalam penelitian tentang efektivitas sebagian besar dan sedikit 
banyak pada akhirnya bertumpu pada pencapaian tujuan. Georgepoulus dan 
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Tenenbaum (Richard M. Steers, 1996:40) berpendapat bahwa konsep efektivitas 
kadang-kadang disebut sebagai keberhasilan yang biasanya digunakan untuk 
menunjukkan pencapaian tujuan. Chester I. Barnard (dalam Gibson, 1994:27), 
mendefinisikan efektifitas sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati atas 
usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas.  
Defenisi lain yang dapat dijadikan acuan ialah menurut Emerson (dalam 
Handayaningrat, 1994:16): 
Efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan 
yang telah ditentukan sebelumnya. Jelaslah bila sasaran atau tujuan telah 
tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, hal ini dikatakan efektif. 
Jadi apabila tujuan atau sasaran tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, 
maka pekerjaan itu dikatakan tidak efektif. 
Katz dan Kahn (Richard M. Steers, 1996:48) berpendapat bahwa 
“Efektivitas sebagai usaha untuk mencapai suatu keuntungan maksimal bagi 
organisasi dengan segala cara”. 
Berkaitan dengan konsep efektivitas, The Liang Gie (1988:34) 
berpendapat: 
Efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai 
terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang 
melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang dikehendaki, 
maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau 
mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki. 
Sondang P. Siagian (1981:151) berpendapat bahwa “efektivitas terkait 
penyelesaian  pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya 
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atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang 
direncanakan sebelumnya”. 
S.P Siagian dalam bukunya Manajemen Modern (1982:30-33) 
mengemukakan bahwa efektivitas suatu organisasi dapat diukur dari berbagai 
hal diantaranya: 
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan 
dalam pelaksanaan tugasnya mencapai sasaran yang terarah dan tujuan-
tujuan organisasi dapat tercapai. 
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah 
“peta jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai 
sasaran-sasaran yang telah ditentukan agar para implementer tidak tersesat 
dalam pencapaian tujuan organisasi. 
3. Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap berkaitan 
dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya 
kebijaksanaan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-
usaha pelaksanaan kegiatan operasional. 
4. Perencanaan yang matang pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang 
apa yang akan dikerjakan oleh organisasi di masa depan. 
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu 
dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila 
tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. 
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas 
organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan 
prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. 
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7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program 
apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi 
tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan 
organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. 
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat 
sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas menuntut terdapatnya 
system pengawasan dan pengendalian. 
Sedangkan menurut Adam I. Indrawijaya (1989:226) mengemukakan pula 
bahwa untuk menilai suatu organisasi ada 3 teori yang dikemukan, yakni: 
1. Efektivitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara keseluruhan, 
menurut pandangan ini organisasi dapat diukur berdasarkan berapa besar 
keuntungan yang dapat dilihat dari efisiensinya. 
2. Efektivitas organisasi dihubungkan dengan tingkat kepuasan anggota 
organisasi. 
3. Efektivitas organisasi mencakup aspek interen organisasi dan ekstern 
organisasi yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan 
keadaan sekeliling. 
M. Manullang (1986:214) berpendapat: 
Prestasi atau efektivitas organisasi pada dasarnya adalah efektivitas 
perorangan, atau dengan kata lain bila tiap anggota organisasi secara 
terkoordinasi melaksanakan tugas dan pekerjaannya masing-masing dengan 
baik, efektivitas organisasi secara keseluruhan akan timbul 
Dari bermacam-macam pendapat di atas terlihat bahwa efektivitas lebih 
menekankan pada aspek tujuan dari suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi 
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telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan 
telah mencapai efektivitas.  
2. 3.     Pendekatan Efektivitas 
Untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada 3 (tiga) pendekatan yang 
digunakan seperti yang dikemukakan oleh Gibson (1984:36) yaitu:  
1. Pendekatan Tujuan 
Pendekatan tujuan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi efektivitas 
merupakan pendekatan tertua dan paling luas digunakan. Menurut 
pendekatan  ini, keberadaan organisasi dimaksudkan untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu. Pendekatan tujuan menekankan peranan sentral dari 
pencapaian tujuan sebagai kriteria untuk menilai efektivitas serta mempunyai 
pengaruh kuat atas pengembangan teori dan praktek manajemen dan 
perilaku organisasi, tetapi sulit memahami bagaimana melakukannya. 
Alternatif terhadap pendekatan tujuan ini adalah pendekatan teori sistem. 
2. Pendekatan Teori Sistem. Teori sistem menekankan pada pertahanan 
elemen dasar masukan-proses-pengeluaran dan mengadaptasi terhadap 
lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi. Teori ini  
menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, 
dimana organisasi menjadi bagiannya. Konsep organisasi sebagian suatu 
sistem yang berkaitan  dengan sistem yang lebih besar memperkenalkan 
pentingnya umpan balik yang ditujukan sebagai informasi mencerminkan 
hasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh seseorang, 
kelompok atau organisasi. Teori sistem juga menekankan pentingnya umpan 
balik informasi. Teori sistem dapat disimpulkan: (1) Kriteria efektivitas harus 
mencerminkan siklus masukan-proses-keluaran, bukan keluaran yang 
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sederhana, dan (2) Kriteria efektivitas harus mencerminkan hubungan antar 
organisasi dan lingkungan yang lebih besar dimana organisasi itu berada. 
Jadi: Efektivitas  organisasi adalah konsep dengan cakupan luas termasuk 
sejumlah konsep komponen. Tugas manajerial adalah menjaga 
keseimbangan optimal antara komponen dan bagiannya. 
3. Pendekatan Multiple Constituency. Pendekatan ini adalah perspektif yang 
menekankan pentingnya hubungan relatif diantara kepentingan kelompok 
dan individual dalam suatu organisasi. Dengan pendekatan ini 
memungkinkan pentingnya hubungan relatif diantara kepentingan kelompok 
dan individual dalam suatu organisasi. Dengan pendekatan ini 
mengkombinasikan tujuan dan pendekatan sistem guna memperoleh 
pendekatan yang lebih tepat bagi efektivitas organisasi. 
Marini dan Hari Lubis (1987:55) mengungkapkan tiga pendekatan 
mengenai efektivitas yaitu:  
1. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari 
input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk 
memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai 
dengan kebutuhan organisasi. 
2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh 
mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses 
internal atau mekanisme organisasi. 
3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada 
output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) 
yang sesuai dengan rencana. 
 
Dari ketiga pendekatan tersebut dapat dikemukakan bahwa efektivitas 
organisasi merupakan suatu konsep yang mampu memberikan gambaran 
tentang keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya. Seiring 
dengan hal tersebut Adam I Indrawijaya (1989:226) mengemukakan pula bahwa 
untuk menilai efektivitas suatu organisasi ada 3 (tiga) teori yang dikemukakan : 
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1)Efektivitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara 
keseluruhan. Menurut pandangan ini efektivitas organisasi dapat diukur 
berdasarkan berapa besar hasil/keuntungan yang didapatkan oleh 
organisasi tersebut; 2) Efektivitas organisasi dihubungkan dengan tingkat 
kepuasan anggota organisasi; 3) Efektivitas organisasi mencakup aspek 
intern organisasi dan ekstern organisasi yaitu kemampuan untuk 
menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan sekeliling. 
 
Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa efektivitas adalah suatu 
konsep yang dapat dipakai sebagai sarana untuk mengukur keberhasilan suatu 
organisasi yang dapat diwujudkan dengan memperhatikan faktor biaya, tenaga, 
waktu, sarana dan prasarana serta tetap memperhatikan resiko dan keadaan 
yang dihadapi. 
2. 4.     Konsep Administrasi Perpajakan 
2. 4. 1. Pengertian Administrasi 
Administrasi menurut pendapat A. Dunsire yang telah dikutip oleh 
Donovan dan Jackson (1991) dikemukakan kembali oleh Yeremias T. Keban 
yaitu bahwa: 
“Administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, 
implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi 
kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan 
mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, 
sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan 
jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis.” 
Mengutip pendapat Trecker, administrasi merupakan suatu proses yang 
dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan 
dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan 
kerjasama. Definisi-definisi di atas menunjukkan beberapa batasan istilah 
administrasi yang secara langsung menepis anggapan bahwa administrasi selalu 
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diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan yang berkaitan dengan pekerjaan 
mengatur berkas, membuat laporan administratif, dan sebagainya. Mengutip 
Chandler and Plano, dalam The Public Aministration Dictionary, definisi 
administrasi adalah proses dimana keputusan dan kebijakan diimplementasikan 
2. 4. 2  Pengertian Pajak 
Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, (1994) guru 
besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Padjajaran, Bandung, seperti dikutip 
oleh Safri Nurmantu, yaitu: ”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 
(peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan 
undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen 
prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai 
pengeluaran umum.” 
Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-
Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum.  Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi penerimaan negara. 
Unsur-unsur pokok dari definisi di atas, yaitu: (1) iuran atau pungutan, (2) 
dipungut berdasarkan Undang-undang, (3) pajak dapat dipaksakan, (4) tidak 
menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan (5) untuk membiayai 
pengeluaran umum Pemerintah. 
2. 4. 3  Pengertian Administrasi Perpajakan 
Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Sophar Lumbantoruan, 
“administrasi perpajakan (Tax Administration) ialah cara-cara atau prosedur 
pengenaan dan pemungutan pajak. Mengenai peran administrasi perpajakan, 
Liberty Pandiangan mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan 
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untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara 
sebagaimana amanat APBN.  
De Jantscher (1997) seperti dikutip Gunadi, menekankan peran penting 
administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di 
berbagai negara berkembang, kebijakan perpajakan (tax policy) yang dianggap 
baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau 
mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu 
melaksanakannya. 
Menurut Carlos A. Silvani (1992) seperti dikutip Gunadi, administrasi 
pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah: 
1) Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers). 
Artinya sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil 
tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib 
Pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan 
untuk menjadi Wajib Pajak. Penambahan jumlah Wajib Pajak secara 
signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Penerapan sanksi 
yang tegas perlu diberikan terhadap mereka yang belum mendaftarkan diri 
sebagai Wajib Pajak padahal sebenarnya potensial untuk itu. 
2) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). 
Menyikapi Wajib Pajak yang sudah terdaftar tetapi tidak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan (SPT), atau disebut juga stop filing taxpayers, misalnya 
dengan melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui sebab-sebab tidak 
disampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut. Kendala yang mungkin 
dihadapi adalah terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa. 
3) Penyelundup pajak (tax evaders) 
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Penyelundup pajak (tax evaders) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak 
lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan. 
Keberhasilan sistem self assessment yang memberi kepercayaan 
sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 
menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sangat tergantung dari 
kejujuran Wajib Pajak. Tidak mudah untuk mengetahui apakah Wajib Pajak 
melakukan penyelundupan pajak atau tidak. Dukungan adanya bank data 
tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan. 
4) Penunggak pajak (delinquent tax pavers). 
Dari tahun ke tahun tunggakan pajak jumlahnya semakin besar. Upaya 
pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan 
penagihan secara intensif.  
Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah-
masalah di atas secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah dapat 
dikatakan baik sehingga Tax ratio akan meningkat. Dasar bagi terwujudnya suatu 
administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen 
modern yaitu Planning, Organizing, Actuating dan Controlling, terdapatnya 
kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan Wajib 
Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya Pegawai Pajak yang 
berkualitas dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan 
konsisten. 
Menurut Gunadi, dalam menilai seberapa baik kemampuan administrasi 
perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan, perlu diingat sasaran administrasi 
pajak yakni meningkatkan kepatuhan pembayar pajak dan melaksanakan 
ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan 
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maksimal dengan biaya optimal. Mengutip de Jantscher (1996) dikemukakan 
bahwa “keadilan merupakan salah satu elemen yang dapat membantu 
meningkatkan kepercayaan masyarakat atas sistem perpajakan dan selanjutnya 
meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat pembayar pajak.” 
Setelah memperoleh kepercayaan masyarakat serta pengertian dan 
dukungan rakyat banyak, administrasi pajak baru dapat dianggap sehat (sound). 
Toshiyuki (2001) seperti dikutip Gunadi menyatakan bahwa untuk mencapai hal 
tersebut, disyaratkan beberapa kondisi administrasi perpajakan seperti berikut: 
Pertama, administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan negara. 
Kedua, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan transparan. 
Ketiga, dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan dan 
menghilangkan kesewenang-wenangan, arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi 
kepentingan pribadi. Keempat, dapat mencegah dan memberikan sanksi serta 
hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan. 
Kelima, mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif. 
Keenam, meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Ketujuh, memberikan 
dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan usaha yang sehat 
masyarakat pembayar pajak. Kedelapan, dapat memberikan kontribusi atas 
pertumbuhan demokrasi masyarakat. 
2. 4. 4  Reformasi Administrasi Perpajakan 
Menurut Gunadi reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi 
kebijakan pajak (tax policy) yaitu regulasi atau peraturan perpajakan yang berupa 
undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi 
administrasi memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, untuk meng-
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administrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas 
penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat bisa 
diketahui. Yang ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan 
pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada 
Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak.” 
Mengenai reformasi administrasi, Gerald E. Caiden (1969) seperti dikutip 
oleh Soesilo Zuhar, mengemukakan bahwa reformasi administrasi didefiniskan 
sebagai:  
“the artificial inducement of administration transformation against 
resistance.”  
Definisi dari Caiden ini mengandung beberapa implikasi: (1)reformasi 
administrasi merupakan kegiatan yang dibuat oleh manusia (manmade) tidak 
bersifat eksidental, otomatis maupun alamiah, (2) reformasi administrasi 
merupakan suatu proses, (3) resistensi beriringan dengan proses reformasi 
administrasi. 
Menurut Chaizi Nasucha, reformasi administrasi perpajakan adalah 
penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, 
kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Bird 
dan Jantscer (1992) seperti dikutip Chaizi Nasucha, mengemukakan bahwa agar 
reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil, dibutuhkan: (1) struktur pajak 
disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan, dan administrasi, (2) strategi 
reformasi yang cocok harus dikembangkan, (3) komitmen politik yang kuat 
terhadap peningkatan administrasi perpajakan. 
Tanzi dan Pallechio (1995) dalam Ott (2001) seperti dikutip Chaizi 
Nasucha berkenaan dengan elemen dasar reformasi administrasi perpajakan 
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dinyatakan syarat-syarat sebagai berikut: (1) komitmen politik yang 
berkelanjutan; (2) staf yang mampu berkonsentrasi terhadap pekerjaan dalam 
jangka panjang; (3) strategi yang tepat dan didefinisikan dengan baik karena 
tidak ada strategi yang cocok untuk semua negara; (4) pendidikan dan pelatihan 
pegawai; (5) tersedia dana dan sumber daya lain yang cukup. 
Chaizi Nasucha menambahkan bahwa “reformasi administrasi perpajakan 
dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi perpajakan, yaitu untuk 
mensinergikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja 
organisasi.” Lingkungan eksternal yang dimaksud adalah kebijakan fiskal, antara 
lain item-item yang tidak dimasukkan dalam dasar pengenaan pajak, 
pembelanjaan dan pelayanan publik. 
“Dalam ekonomi yang mulai berkembang, administrasi perpajakan harus 
difokuskan kepada wajib pajak besar secara maksimal dan memberikan 
kontribusi kepada wajib pajak kecil.” 
Dengan mendasarkan pada teori Caiden (1991), menurut Chaizi 
Nasucha, empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu: 
1) Struktur organisasi. 
Mengutip Adiwisatra (1998), dijelaskan Chaizi Nasucha bahwa struktur 
organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah 
ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub 
unit terpisah, pendistribusian wewenang diantara posisi administratif, dan 
jaringan komunikasi formal. 
2) Prosedur organisasi. 
Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan 
keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan 
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pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang 
dilakukan secara teratur. 
3) Strategi organisasi. 
Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan 
yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber 
daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai 
dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu 
sebagai pola arus keputusan yang bermakna. 
4) Budaya organisasi. 
Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan 
nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku 
anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang 
dimiliki oleh anggota organisasi. 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Berdasarkan UU No. 28 Tahun 
2007 
 Peraturan perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir adalah 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan. Perubahan-perubahan yang terjadi tercermin dari ketentuan-
ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Sistem 
pemungutan pajak di Indonesia adalah sebagai berikut: 
1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian, kewajiban, 
dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung bersama-sama 
melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan 
negara dan pembangunan nasional. 
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2. Tanggung jawab dan kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan 
kewajiban di bidang perpajakan berada pada Wajib Pajak  sendiri. 
Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan 
kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, membayar, dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang 
a. Timbul dan Berakhirnya Hutang Pajak 
Sistem Pemungutan pajak Self Assessment menjelaskan bahwa hutang 
pajak timbul karena diberlakukannya undang undang perpajakan. Ajaran ini 
konsisten dengan ajaran materiil. Dalam self assessment system, Wajib Pajak 
bersifat aktif sehingga Wajib Pajak harus mengetahui kapan mulainya suatu 
kewajiban pajak dan kapan berakhirnya kewajiban kewajiban yang menyertainya. 
Dimulainya kewajiban pajak tergantung dari sifat pajak. Pajak subyektif dimulai 
ketika seseorang atau badan lahir, berada, atau bertempat tinggal di Indonesia, 
sedangkan pajak obyektif dimulai ketika terjadinya perbuatan, keadaan, dan 
peristiwa-peristiwa tertentu. Wajib Pajak yang sudah memenuhi kewajiban pajak 
obyektif dan pajak subyektifnya wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP untuk 
dikukuhkan statusnya sebagai Wajib Pajak dengan memiliki NPWP. 
b. Surat Pemberitahuan 
Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 
untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan 
atau bukan obyek pajak dan atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Surat Pemeritahuan 
Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun 
pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu 
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tahun pajak atau bagian tahun pajak. Adapun batas waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan adalah: 
1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 hari setelah akhir 
masa pajak. 
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 
orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. 
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan wajib pajak 
badan paling lamba 4 bulan setelah akhir tahun pajak. 
Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT 
pajak pengahasilan paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan secara 
tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak yang 
ketentuannya diatur berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan. Namun, 
pemberitahuan ini harus disertai dengan perhitungan sementara pajak yang 
terutang dalam satu tahun pajak dan surat setoran pajak sebagai  bukti 
pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. 
c. Surat Tagihan  
Surat Tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan 
atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda, dimana Surat Tagihan 
Pajak ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan 
Pajak. Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila 
: 
1. Pajak penghasilan pada tahun berjalan tidak atau kurang dibayar 
2. Dari hasil penyelidikan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai 
akibat salah tulis atau salah hitung 
3. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga 
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4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi 
tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat 
waktu. 
d. Keberatan dan Banding 
Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, kemungkinan Wajib Pajak merasa kurang atau tidak puas atas suatu 
ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atas pemotongan/pemungutan oleh 
pihak ketiga. Dalam hal ini, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan. Keberatan 
tersebut diajukan kepada DJP secara tertulis dan disertai dengan alasan yang 
jelas.  
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal 
dikirimnya Surat Ketetapan Pajak atau sejak tanggal pemotongan/pemungutan 
pajak. Dalam jangka 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, DJP harus 
telah memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
Keputusan yang diberikan oleh DJP dapat berupa: 
1. Mengabulkan seluruhnya 
2. Mengabulkan sebagian 
3. Menolak 
4. Menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar 
e. Ketentuan Bagi Petugas Pajak 
 Selain mengatur hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak, ketentuan umum 
dan tata cara perpajakan juga mengatur ketentuan bagi petugas pajak antara 
lain: 
1. Pegawai pajak yang karena kelalaiannya, dengan sengaja menghitung, 
atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
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Perpajakan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
2. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja 
bertindak diluar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan perundang-
undangan perpajakan dapat diajukan ke unit internal Departemen 
Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi. 
Apabila terbukti melakukannya  maka pegawai pajak tersebut akan 
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
3. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan 
pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak agar menguntungkan 
diri sendiri secara melawan hukum akan diancam dengan hukuman 
pidana. 
4. Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara 
melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa 
seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, menerima 
pembayaran, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri akan 
diancam dengan hukuman pidana sebagaimana yang telah diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 
5. Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana 
apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan itikad baik dan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  
2. 5.     Tinjauan Tentang PBB 
2. 5. 1.  Pengertian PBB  
Pengertian PBB menurut UUPBB adalah iuran yang dikenakan terhadap 
pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari 
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bumi dan atau bangunan. Pengertian Bumi disini adalah termasuk permukaan 
bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bumi menunjuk pada permukaan 
bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. 
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap 
pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat 
berusaha. 
Dari peranan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian PBB adalah 
iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai 
hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. 
Namun berdasarkan UU No. 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi 
daerah yang baru, bahwa Selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun 
hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan 
perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan 
dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka 
penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah 
(PAD). 
Adapun Mengenai Retribusi Daerah Menurut UU No.28/2009, Terdapat 
penambahan 4 jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/ Tera Ulang, Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan 
Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dengan penambahan ini, secara keseluruhan 
terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan 
ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, 
dan retribusi perizinan tertentu. 
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a.Retribusi Tera Ulang 
Pengenaan Retribusi Tera/Tera Ulang dimaksudkan untuk membiayai fungsi 
pengendalian terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan 
perlengkapannya oleh masyarakat. Dengan pengendalian tersebut, alat ukur, 
takar, dan timbang akan berfungsi dengan baik, sehingga penggunaannya tidak 
merugikan masyarakat. 
b. Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi 
Pengenaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditujukan untuk 
meningkatkan pelayanan dan pengendalian daerah terhadap pembangunan dan 
pemeliharaan menara telekomunikasi. Dengan pengendalian ini, keberadaan 
menara telekomunikasi akan memenuhi aspek tata ruang, keamanan dan 
keselamatan, keindahan dan sekaligus memberikankepastian. 
Untuk menjamin agar pungutan daerah tidak berlebihan, tarif retribusi 
pengendalian menara telekomunikasi dirumuskan sedemikian rupa sehingga 
tidak melampaui 2% dari Nilai Jual Objek Pajak PBB menara telekomunikasi. 
c.Retribusi Pelayanan Pendidikan 
Pengenaan retribusi pelayanan pendidikan dimaksudkan agar pelayanan 
pendidikan, di luar pendidikan dasar dan menengah, seperti pendidikan dan 
pelatihan untuk keahlian khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 
dapat dikenakan pungutan dan hasilnya digunakan untuk membiayai 
kesinambungan dan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dimaksud. 
d. Retribusi Izin Usaha Perikanan 
Pengenaan Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak akan memberikan beban 
tambahan bagi masyarakat, karena selama ini jenis retribusi tersebut telah 
dipungut oleh sejumlah daerah sesuai dengan kewenangannya. Sebagaimana 
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halnya dengan jenis retribusi lainnya, pemungutan Retribusi Izin Usaha 
Perikanan dimaksudkan agar pelayanan dan pengendalian kegiatan di bidang 
perikanan dapat terlaksana secara terus menerus dengan kualitas yang lebih 
baik. 
2. 5. 2   Objek PBB 
Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU PBB, yang menjadi Objek PBB adalah 
bumi dan atau bangunan, permukaan bumi, tanah (perairan) dan tubuh bumi 
yang ada dibawahnya. Sedangkan bangunan yang juga dijadikan objek PBB 
adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah 
dan atau perairan. 
Selanjutnya penjelasan dari Pasal 1 Angka (2) UUPBB, menguraikan lebih 
lanjut mengenai pengertian bangunan yang menjadi objek PBB adalah : 
a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek suatu bangunan 
seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan 
satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; 
b. Jalan TOL; 
c. Kolam renang; 
d. Pagar mewah; 
e. Tempat olahraga; 
f. Galangan kapal; 
g. Dermaga; 
h. Taman mewah; 
i. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas; 
j. Pipa minyak; 
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Dalam rangka memberikan manfaat kepada pemerintahan atau berupaya 
dalam pelaksanaan pemungutan PBB secara adil maka undang-undang 
memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur tentang 
klasifikasi objek pajak. yang dimaksud dengan klasifikasi objek bumi dan 
bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan 
digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak 
terhutang. 
Menurut Mardiasmo (2002:271) dalam menentukan klasifikasi bumi dan 
bangunan, Menteri Keuangan harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:  
a. Bumi/tanah: 
1) Letak; 
2) Peruntukan; 
3) Pemanfaatan; 
4) Kondisi; 
b. Bangunan: 
1) Bahan yang digunakan; 
2) Rekayasa; 
3) Letak; 
4) Kondisi lingkungan dan lain-lain; 
Objek PBB yang tidak dikenakan PBB pasal 3 UUPBB yaitu objek pajak yang 
: 
a. Digunakan semata-semata untuk melayani kepentingan umum yang tidak 
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 
b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis 
dengan itu; 
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c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, 
tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah  negara yang 
belum dibebani oleh suatu hak; 
d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas 
perlakuan timbal balik; 
e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang 
ditentukan oleh menteri keuangan; 
f. Objek pajak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan; 
g. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan 
paling besar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib 
pajak. 
2. 5. 3  Subjek PBB 
Subjek PBB menurut Pasal 4 UUPBB adalah orang atau badan yang 
secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat 
atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas 
bangunan. 
Selanjutnya dapat dirinci, bahwa yang dimaksud subjek pajak sebagaimana 
dimaksudkan diatas adalah terdiri dari orang atau badan yang: 
a. Memiliki atau mempunyai hak atas bumi dan atau bangunan: 
1) Memiliki atau mempunyai hak atas bumi (tanah) saja; 
2) Memiliki atau mempunyai hak atas bangunan saja; dan 
3) Memiliki atau mempunyai hak atas bumi (tanah dan bangunan). 
b. Menguasai bumi dan atau bangunan: 
1) Menguasai bumi (tanah) saja; 
2) Menguasai bangunan saja; dan  
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3) Menguasai bumi (tanah) dan bangunan; 
c. Memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan: 
1) Memperoleh manfaat atas bumi (tanah) saja; 
2) Memperoleh manfaat atas bangunan saja; dan 
3) Memperoleh manfaat atas bumi (tanah) dan bangunan 
Berdasarkan rincian diatas, dapat disimpulkan bahwa subjek PBB adalah: 
a. Pemilik; 
b.    Pemegang kekuasaan; 
c. Penyewa atau sebagainya. 
Subjek pajak sebagaimana diuraikan diatas, adalah pihak yang 
berkewajiban mendapatkan objek pajak dan membayar PBB. Dalam hal ini 
disebut wajib pajak. 
Terhadap objek pajak yang belum jelas wajib pajaknya, UUPBB 
memberikan wewenang pada Ditjen pajak untuk menetapkan subjek pajak 
sebagai wajib pajak.sebagai keseimbangan, UUPBB memberikan hak kepada 
subjek pajak yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak untuk dapat memberikan 
keterangan secara tertulis kepada Ditjen pajak bahwa ia bukan wajib pajak 
terhadap objek pajak dimaksud. atas keberatan tersebut dalam waktu sebulan 
sejak diterimanya surat keterangan ini Ditjen pajak akan mengeluarkan surat 
keputusan disertai dengan alasan-alasannya. ( Pasal 4 UUPBB). 
2. 5. 4.  Dasar Hukum PBB 
a. UU No 12 Tahun 1985 tentang PBB 
b. PP No 46 Tahun 1985 tentang persentase NJKP pada PBB 
c. Kep. Menkeu No. 1002/KMK.04/1985 tentang Tata cara pendaftaran 
Objek Pajak PBB 
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d. Kep. Menkeu No. 1003/KMK.04/1985 tentang penuntun klasifikasi dan 
besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 
e. Kep. Menkeu No. 1006/KMK.04/1985 tentang tata cara penagihan PBB 
dan penunjukan pejabat  yang  berwenang mengeluarkan Surat Paksa 
f. Kep. Menkeu No. 1007/KMK.04/1985 tentang pelimpahan Wewenang 
penagihan PBB kepada Gubernur Kepala Daerah TK I dan/atau 
Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah TK II 
g. Kep. Gubernur DKI Jakarta No. 816 Tahun 1989 tentang petunjuk 
pelaksanaan pemungutan PBB di Wilayah DKI Jakarta 
h. Peraturan Pelaksana Lainnya 
i. UU No. 12 tahun 1994  
Peraturan perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir adalah 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan. Perubahan-perubahan yang terjadi tercermin dari ketentuan-
ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Sistem 
pemungutan pajak di Indonesia adalah sebagai berikut: 
3. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian, kewajiban, 
dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung bersama-sama 
melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan 
negara dan pembangunan nasional. 
4. Tanggung jawab dan kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan 
kewajiban di bidang perpajakan berada pada Wajib Pajak  sendiri. 
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5. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan 
kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, membayar, dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang. 
2. 6.     Tinjauan Tentang Pemungutan Pajak 
2. 6. 1. Teori Pemungutan Pajak 
Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam bukunya Pengantar Ilmu 
Hukum Pajak, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, 
yaitu: 
1. Teori asuransi, menurut teori ini negara mempunyai tugas untuk 
melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan 
jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan 
tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi 
diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap 
sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang 
karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.  
2. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah 
adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk 
kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat 
kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus 
dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa 
tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang 
kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan 
orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak 
3. Teori bakti 
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Mengajarkan bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara oleh 
karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada 
negara dalam arti berbakti pada negara 
4. Teori gaya pikul 
Teori ini mengusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah 
memperhatikan daya pikul wajib pajak 
5. Teori gaya beli 
Menurut teori ini justifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat 
pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk 
membiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian 
negara pada masyarakat maka pemungutan pajak juga baik 
6. Teori pembangunan 
Untuk Indonesia, justifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah 
pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur 
2. 6. 2. Dasar Hukum Pemungutan PBB 
1. UU No. 6 Tahun 1983 diperbaharui dengan UU No. 16 tahun 2000 
tentang Ketentuan Umum Perpajakan 
2. UU No. 12 tahun 1985 diperbaharui dengan UU No. 12 tahun 1994 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
3. PP No. 74 tahun 1998 tentang Nilai Jual Kena Pajak 
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 523 /KMK.01/1998 tentang 
PenentuanKlasifikasi dan Besarnya NJOP Sebagai Dasar Pengenaan Pajak 
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-16/PJ.6/1998 tentang 
Petunjuk Teknis Penilaian Individual 
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6. Keputusan direktur Jenderal pajak No.533 / PJ / 2000 tentang Petunjuk 
Pelaksana Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek 
Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan/atau 
pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak.  
2. 6. 3.  Asas Pemungutan Pajak 
Disamping itu terdapat juga asas-asas pemungutan pajak seperti: 
• Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan 
pada undang-undang  
• Asas ekonomis yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan 
sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat  
• Asas finansial menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk 
memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut. 
Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli 
Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang 
mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain: 
1. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang 
terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. 
 Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas 
keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai 
dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh 
bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.  
 Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus 
berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai 
sanksi hukum.  
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 Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat 
waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat 
bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru 
menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.  
 Asas Effeciency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan 
pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya 
pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. 
 2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. 
 Asas gaya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan 
besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka 
semakin tinggi pajak yang dibebankan.  
 Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk 
kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.  
 Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat.  
 Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu 
dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama 
(diperlakukan sama).  
 Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan 
sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai 
objek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak 
3. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. 
 Asas politik finalsial : pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai 
sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara  
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 Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat, Misalnya: pajak 
pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah  
 Asas keadilan: yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa 
diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.  
 Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, 
dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara 
membayarnya) dan besarnya biaya pajak.  
 Asas yuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-
Undang.  
2. 6. 4.  Syarat Pemungutan Pajak 
Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu 
tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, 
maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak 
menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi 
persyaratan yaitu: 
 Pemungutan pajak harus adil  
 Seperti halnya produk, hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk 
menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam 
perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. 
Contohnya: 
1. enggan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak  
2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat 
sebagai wajib pajak  
3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan 
berat ringannya pelanggaran  
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 Pemungutan pajak harus berdasarkan UU  
Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang 
bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa 
hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu: 
 - Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU 
tersebut harus dijamin kelancarannya  
 - Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara 
umum  
 - Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak  
 Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian  
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu 
kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. 
Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan 
menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat 
kecil dan menengah. 
 Pemungutan pajak harus efisien  
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus 
diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya 
pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus 
sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak 
akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan 
maupun dari segi waktu. 
 Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam 
pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam 
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menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan 
dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam 
pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan 
semakin enggan membayar pajak. 
2. 6. 5.  Prinsip-prinsip Pemungutan Pajak 
            Menurut Era Saligman ada empat Prisip pemungutan pajak: 
• Prisip fiskal  
• Prinsip ekonomi  
• Prinsip Etika 
• Prinsip Administrative 
Kunci dari proses pemungutan pajak adalah kepatuhan sukarela 
(voluntary compliance), yaitu meletakkan tanggungjawab pemungutan 
sepenuhnya pada kesadaran Wajib Pajak. Karena kepatuhan sukarela yang 
dijadikan kunci dari pemungutan pajak, maka dalam pelaksanaannya seringkali 
muncul perlawanan pajak oleh Wajib Pajak, baik perlawanan aktif maupun pasif. 
Menurut teori yang dikembangkan oleh Dr. Chaizi Nasucha dalam 
Bukunya “Reformasi Administrasi Publik - Teori dan Praktik” Kepatuhan Wajib 
Pajak dapat diukur dari tiga aspek yaitu: 
1) Aspek Yuridis :  
a. Pendaftaran Wajib Pajak 
b. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 
c. Penghitungan pajak 
d. Pembayaran pajak 
2) Aspek psikologis : 
a. Penyuluhan 
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b. Pelayanan 
c. Pemeriksaan 
3) Aspek Sosiologis : 
a. Kebijakan publik 
b. Kebijakan fiskal 
c. Kebijakan perpajakan 
d. Administrasi perpajakan 
2. 7.    Kerangka Pemikiran 
intensif tidaknya pemungutan pajak (Self Assessment) dapat diukur 
melalui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya, 
Menurut Chaizi Nasuha (2004), dimana ada beberapa aspek  yang menjadi tolak 
ukur Kepatuhan Wajib Pajak  yakni aspek psikologis dan aspek yuridis. Hal ini 
berhubungan dengan beberapa teori dan konsep efektivitas, yakni Pendekatan 
Efektivitas yaitu pendekatan Proses dan Pendekatan Sasaran. Pendekatan 
proses dilihat dari Aspek psikologis yang  terdiri dari Penyuluhan, Pelayanan dan 
Pemeriksaan. Pendekatan Sasaran (Output) dilihat dari Aspek yuridis yang terdiri 
dari Pendaftaran WP, pelaporan SPT, penghitungan pajak, dan pembayaran 
pajak. Dimana aspek ini lebih mengukur sampai sejauh mana kepatuhan Wajib 
Pajak dalam membayar pajak. Kerangka pemikiran digambarkan secara 
sederhana sebagai berikut: 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3. 1. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana 
dalam penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau 
menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan 
penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan 
memahami  Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan 
soreang parepare. 
3. 2. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan dalam peneltian ini yaitu tipe penelitian 
deskriptif, dimana tipe penelitian deskriptif adalah penyelidikan yang dilakukan 
terhadap variabel mandiri atau satu variabel, yaitu tanpa membuat perbandingan, 
atau menghubungkan dengan variabel yang lainnya. 
Oleh karena itu penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yang 
dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah 
yang diteliti yaitu tentang Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kecamatan Soreang Parepare. 
3. 3. Sumber Data 
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi 
penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan 
mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-
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undangan dan literatur-literatur lainya yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. 
3. 4. Narasumber atau Informan 
Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang 
berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana Intensifikasi 
Pemungutan PBB di kec Soreang, yaitu : 
a) Sub Bagian Umum 
b) Bagian Pengolahan Data dan Informasi 
c) Koordinator penerimaan PBB di Kecamatan Soreang Parepare. 
d) Kolektor Pemungutan PBB di Kecamatan Soreang Parepare  
e) Wajib Pajak  
3. 5. Lokasi Penelitian 
penelitian ini dilaksanakan di kecamatan soreang kota parepare, Karena 
di kecamatan soreang masih terdapat beberapa WP yang sering terlambat 
membayar pajaknya, dan masih ada juga yang kurang patuh melaksanakan 
kewajibannya sebagai Wajib Pajak. 
3. 6.  Tekhnik Pengumpulan Data 
Prosedur pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Studi kepustakaan (Library Research) atau studi dokumen, untuk 
memperoleh data sekunder dipergunakan studi kepustakaan,yang dilakukan 
dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan merangkum data yang 
berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. 
b. Studi Lapangan, untuk memperoleh data primer adalah dengan mengadakan 
pengamatan langsung di tempat yang dijadikan obyek penelitian, 
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mengadakan wawancara yang ditujukan kepada responden yang ditentukan 
secara purposive sampling, yaitu pengambilan sampel secara tunjuk. 
3. 7. Analisis Data 
Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang diwujudkan 
dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu 
obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari 
pihah-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis 
tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas 
terhadap permasalahan yang diajukan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1    Gambaran Umum Kecamatan Soreang 
4.1.1 Keadaan Wilayah 
Kecamatan Soreang merupakan salah satu Kecamatan di Kota Parepare. 
Kecamatan ini memiliki luas wilayah 8,33 km2, yang berbatas wilayah dengan: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, 
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ujung, 
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Parepare, 
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap. 
Kecamatan ini terbagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, 51 (lima puluh satu) Rukun 
warga dan 148 ( seratus empat puluh delapan) Rukun tetangga, kelurahan 
tersebut adalah: Bukit harapan, Bukit indah, Wattang Soreang, Lakessi, 
Kampung Pisang, Ujung baru, dan Ujung lare’. 
4.1.2 Keadaan Penduduk 
Kecamatan Soreang merupakan salah satu kampung di Kota Parepare 
dan jumlah penduduk Kecamatan Soreang sampai dengan tahun 2011 mencapai 
41.395 orang dengan jumlah kepala keluarga 5.733 KK, jumlah penduduk laki-
laki 20.758 orang dan jumlah penduduk perempuan 20.637 orang 
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Untuk dapat lebih jelas memahami kondisi sosial ekonomi penduduk 
Kecamatan Soreang, berikut ini disajikan data jumlah penduduk berdasarkan 
tingkat pendidikan dan berdasarkan mata pencariannya. 
Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan  di   kecamatan 
Soreang 
No Tingkat pendidikan    Jumlah % 
1 Belum sekolah      3256 11,6 % 
2 Tidak pernah sekolah        421   1,5 % 
3 SD tidak tamat      1045   3,7 % 
4 SD Tamat      7975 28,4 % 
5 SLTP      5847 20,8 % 
6 SMU/SMK/Sederajat      7935 28,3 % 
7 Diploma        459   1,6 % 
8 Sarjana      1021   3,6 % 
9 Pasca Sarjana          54   0,5 % 
 Jumlah    28013  100 % 
(Sumber: Data Monografi Kecamatan Soreang Tahun 2011) 
 Dari data diatas, dapat dikatakan bahwa penduduk Kecamatan Soreang 
masih banyak yang berpendidikan rendah. Asumsi ini ditujukan dengan masih 
banyaknya penduduk yang tidak sekolah atau tidak tamat SD. Dengan begitu 
untuk membuat mayarakat paham akan pentingnya pembayaran Pajak, sangat 
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diperlukan penyuluhan yang  baik dan jelas dari pegawai pajak yang secara 
langsung bekerjasama dengan pegawai Kecamatan.  
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian di Kecamatan 
Soreang 
No Mata Pencarian Jumlah % 
1 Buruh / Swasta 13612 60,7 % 
2 Pegawai Negeri   1690   7,5 % 
3 Pengrajin       94   0,4 % 
4 Pedagang   1477   6,5 % 
5 Penjahit       60   0,2 % 
6 TNI / POLRI     953   4,2 % 
7 Pengusaha   1753   7,8 % 
8 Dokter     103   0,9 % 
9 Nelayan     151   0,6 % 
10 Lain-lain (Tukang batu, 
Kayu. Becak, Supir) 
  2529 11,2 % 
 Jumlah 22422   100 % 
(Sumber: Data Monografi Kecamatan Soreang Tahun 2011) 
Dari data di atas, dapat dikatakan bahwa penduduk Kecamatan Soreang 
masih banyak yang memiliki penghasilan yang rendah pula. dan sebagian besar 
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penduduknya berprofesi sebagai Buruh, baik Sebagai Tukang becak. Tukang 
batu maupun sebagai supir yang memiliki kendaraan angkutan umum sendiri. 
Sehingga hal ini yang terkadang menjadi faktor keterlambatan WP dalam 
melakukan pembayaran pajak. Dikarenakan penghasilan mereka yang sangat 
rendah. 
Dari data di atas (tabel 1dan 2), diperoleh gambaran awal bahwa 
kelalaian membayar PBB di Kecamatan Soreang dikarenakan keadaan ekonomi 
masyarakat, hal ini didasarkan pada data tentang keadaan ekonomi penduduk 
yaitu kurang lebih 12,2% yang berpenghasilan rendah dari total penduduk 
Kecamatan Soreang. 
Untuk mengatasi kondisi seperti diatas, pemerintahan pusat telah 
membuat kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteru Keuangan RI 
Nomor 362/KMK.04/1999 tentang Pengurangan PBB. 
Berdasarkan Pasal 1 angka (4) SK Menteri Keuangan RI Nomor 
362/KMK.04/1999 dikemukakan bahwa, dalam kondisi tertentu wajib pajak dapat 
mengajukan pengurangan PBB dengan alasan: 
a. Objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/perternakan yang 
hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh 
wajib pajak orang pribadi. 
b. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak 
orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat 
akibat adanya pembangunan atau perkembangan ekonomi. 
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c. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak 
orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan 
sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi. 
d. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak 
orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehinggakewajiban PBB-nya sulit 
dipenuhi. 
e. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh veteran 
pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan. 
f. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai,dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak 
badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius 
sepanjang tahun sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan 
Berdasarkan Pasal 3 SK Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.04/1999 
pengurangan PBB diberikan atas pajak yang terutang yang tercantum dalam 
Surat Pemberutahuan Paja Terhutang (SPPT) atau Surat Keterapan Pajak (SKP)  
Sedangkan tujuan pemberian pengurangan PBB berdasarkan pasal 5 SK 
Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.04/1999 adalah untuk meringankan wajib 
pajak PBB tertentu agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan 
untuk mendapatkan pengurangan PBB, wajib pajak PBB bersangkutan dapat 
mengajukan permohonan kepada Kepala  Kantor PelayananPajak PBB yang 
menerbitkan SPPT atau SKP dengan mencantumkan besarnya persentase 
pengurangan yang dimohonkan. 
Untuk dapat mengetahui jumlah wajib pajak PBB di Kecamatan Soreang 
digunakan laporan tahunan pemerintah PBB Kecamatan Soreang. Laporan 
tersebut berisi jumlah penduduk, target, realisasi dan jumlah pajak yang 
terhutang. 
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Berdasarkan wawancara dengan Bpk Chairul Anwar,S.sos. pada tanggal 
18 Juli 2011, bahwa data yang ada tersebut sewaktu-waktu dapat berubah baik 
mengenai jumlah wajib pajaknya maupun jumlah penerimaannya. Untuk dapat 
mengetahui jumlah wajib pajak di Kecamatan Soreang di bawah ini disajikan 
persentase wajib pajak tahun 2011 menurut Kelurahan. 
Tabel 4. Persentase wajib pajak menurut Kelurahan di Kecamatan Soreang 
No Kelurahan Jumlah WP % 
1 Bukit Harapan           3381 30,5 % 
2 Bukit Indah           2408 21,6 % 
3 Kampung Pisang           741  6,8 % 
4 Watang Soreang           1295 11,5 % 
5 Ujung Baru           1189 10,6 % 
6 Ujung Lare’           772     7 % 
7 Lakessi           1335     12 % 
 Jumlah           11121 100 % 
(Sumber: laporan penerimaan PBB Kecamatan Soreang tahun 2011) 
 Dari laporan penerimaan PBB Kecamatan Soreang Tahun 2011 diatas, 
dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kelurahan di Kecamatan Soreang yang 
Jumlah Wajib Pajaknya Sudah banyak, seperti yang terdapat di kelurahan Bukit 
Harapan yang Wajib Pajaknya mencapai 3381, hal ini disebabkan karena 
penduduk di kelurahan tersebut memang sudah banyak dan juga di kelurahan 
66 
 
Bukit Harapan terdapat banyak tanah yang masih kosong sehingga warga sekitar 
yang telah membeli tanah di kelurahan tersebut langsung mendafta sebagai WP 
PBB. “ Untuk sebidang tanah biasanya dibeli oleh beberapa orang sehingga 
tanah yang tadinya hanya dimiliki oleh satu orang bisa saja terbagi menjadi 4 
bagian sehingga otomatis Wajib Pajaknya menjadi 4 orang”. (Wawancara Kak 
Nana selaku Pegawai Kel. Bukit Harapan) 
 Untuk kelurahan Kampung Pisang tercatat sebagai Kelurahan yang 
jumlah Wajib Pajaknya paling sedikit dibandingkan kelurahan-kelurahan yang 
lainnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya gedung sekolah dan masjid2 di 
kelurahan Kampung Pisang sehingga Bangunan-bangunan tersebut hanya 
tercatat sebagai 1 WP saja. Di Kelurahan ini juga terdapat Pasar Sentral yang 
menjadi Pusat perbelanjaan Masyarakat dan sangat sedikit rumah warga, hal 
inilah yang menjadi faktor sedikitnya Wajib Pajak yang ada di Kelurahan 
Kampung Pisang. (Wawancara Pak Salim Selaku Pegawai Kelurahan Kamp. 
Pisang) 
4.2. Intensifikasi Pemungutan PBB Ditinjau dari Aspek Psikologis 
Dalam Sistem pemungutan pajak, administrasi perpajakan berperan aktif 
melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan 
sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan 
ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan 
memegang peranan sangat penting dalam pemungutan pajak, karena tanpa 
pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, 
mengakibatkan pemungutan tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga 
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Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar 
dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai. 
Oleh karena itu, dalam mengukur intensifikasi pemungutan pajak bumi dan 
bangunan bukan hanya dilihat dari apakah wajib pajak patuh dalam 
melaksanakan kewajibannya, akan tetapi juga dapat dilihat dari sejauh mana 
aparatur pajak dalam melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan.  
a.  Penyuluhan  
 Penyuluhan merupakan salah satu tugas aparatur pajak sesuai yang 
dijelaskan dalam Undang-Undang Perpajakan. Pembinaan masyarakat Wajib 
Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan 
pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan 
langsung kepada masyarakat. Fakta yang kita lihat saat ini, KPP Pratama 
parepare bekerjasama dengan pemda (khususnya kelurahan dan kecamatan) 
telah melakukan upaya penyuluhan pajak baik melalui media elektronik maupun 
media cetak. sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan baik dari 
aparatur maupun dari Wajib Pajak menyatakan hal yang sama bahwa KPP 
Pratama parepare bekerjasama dengan pemda (kecamatan) telah melakukan 
penyuluhan tentang pajak. 
Menurut Bapak Muh.Dahri T.Kasim selaku kolektor sekaligus petugas 
kecamatan : 
“Penyuluhan telah dilakukan, kami biasanya mendatangi beberapa 
instansi dan dor to dor untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya 
melaksanakan kewajiban sebagai WP. Kalau kami dari petugas/kolektor 
biasanya hanya melakukan penyuluhan secara umum, maksudnya 
memberikan penjelasan tentang pentingnya melaksanakan kewajiban 
sebagai WP dan kami juga bekerjasama dengan beberapa pegawai di 
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kecamatan. Kemudian untuk penyuluhan yang lebih khusus misalnya 
untuk WP pemungut/bendahara biasanya dilakukan oleh seksi waskon 
tepatnya dari AR (Account Representative).” (Wawancara pada tanggal 
13 Juli 2011) 
 
Selanjutnya menurut Bapak Muh.Dahri bahwa: 
“Biasanya kami lebih melakukan penyuluhan untuk meningkatkan 
kepatuhan Wajib Pajak, disamping itu kami juga memberikan bimbingan 
atau semacam himbauan kepada Wajib Pajak agar lebih patuh dan tepat 
waktu dalam melaporkan SPT-nya juga dalam membayar pajak.” 
(Wawancara pada tanggal 13 juli 2011) 
 
Dari beberapa pernyataan diatas menunjukkan penyuluhan pada KPP 
Pratama Parepare telah dilakukan di kecamatan soreang. Begitu pula yang 
dinyatakan oleh beberapa Wajib Pajak. Seperti yang dikatakan oleh Bapak 
Bachtiar selaku WP bahwa:  
“Memang penyuluhan pernah dilakukan oleh pegawai pajak di Rumah 
saya, dan saya melihat sudah cukup baik karena dengan mereka datang 
ke Beberapa Rumah, kami selaku Wajib Pajak akan lebih sadar untuk 
membayar pajak.” (Wawancara pada tanggal 14 Juli 2011) 
 
Selanjutnya Mr. X menyatakan bahwa: 
“Kalau datang secara langsung, pegawai pajak tidak pernah mendatangi 
saya untuk melakukan penyuluhan. Tapi kalau melihat iklan di beberapa 
media, pasti sebagian besar kita sudah selalu melihat iklan layanan 
masyarakat yang ditampilkan di media elektronik, saya pikir itu juga 
merupakan bentuk penyuluhan perpajakan.” (Wawancara pada tanggal 
14 Juli 2011) 
 
Dari wawancara di atas penyuluhan atau pembinaan merupakan salah 
faktor penting dalam menciptakan kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan 
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kewajiban pajaknya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Bachtiar dengan 
penyuluhan Wajib Pajak dapat diingatkan kembali untuk membayar pajak dengan 
tepat waktu. Penyuluhan tidak hanya dapat dilakukan dengan penerangan 
secara langsung, akan tetapi dengan memanfaatkan media massa dan media 
elektronik. KPP Pratama Parepare juga melakukan iklan sebagai bentuk 
penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Wajib Pajak.  . 
b.  Pelayanan 
Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah 
memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas 
pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak 
sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. 
Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan 
masyarakat (wajib pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja 
pelayanan publik. 
Aparat Pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan 
dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. 
Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan 
kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan 
infrastruktur seperti perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), penggunaan 
sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada 
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pajak, 
penulis kemudian mencari tahu dengan mewawancarai beberapa Wajib Pajak. 
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Berikut informasi yang penulis dapatkan dari beberapa informan. Menurut Bapak 
Bachtiar selaku WP menyatakan bahwa: 
“Secara umum pelayanan pada KPP Pratama Parepare cukup 
memuaskan, saya melihat yah de’ kalau pegawai disana itu cukup ramah 
dalam melayani kami selaku Wajib Pajak. Kalau masalah pelayanan 
menurut saya memang harus dibutuhkan karakter pegawai yang ramah 
dan murah senyum, seperti yang ada di bank swasta yang kita lihat kan, 
pegawainya itu murah senyum dan ramah-ramah, seperti halnya di kantor 
pajak juga sebagian besar pegawainya ramah. Kalau saya pikir instansi 
pemerintah juga harusnya seperti itu dalam melayani.”(Wawancara pada 
tanggal 14 Juli 2011) 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Mr. X yang tidak ingin disebutkan 
identitasnya yang menyatakan bahwa: 
“Pelayanan di kantor pajak yang saya lihat selama ini sudah cukup bagus 
dan pegawainya juga baik-baik.”(Wawancara pada tanggal 14 Juli 2011) 
 
Selain itu jika dilihat dari prosedurnya, mulai dari pendaftaran sampai 
dengan pembayaran pajak dapat berjalan dengan baik dan cukup memudahkan 
masyarakat Wajib Pajak. Hal ini diungkapkan oleh Mr. X bahwa: 
“Saya merasa prosedur administrasi di Kecamatan ini cukup mudah 
dilakukan, kita tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk 
mendaftar sebagai Wajib Pajak, asalkan syarat-syarat sudah dipenuhi 
sudah bisa diproses dalam waktu yang cukup singkat.” (Wawancara pada 
tanggal 7 Januari 2011) 
 
Wawancara tambahan oleh ibu Suryani selaku WP, mengatakan bahwa : 
“ Pelayanan yang dilakukan oleh petugas Pajak kepada WP sangat baik. 
Ketika saya datang untuk mendaftar sebagai WP, petugas disana 
menjelaskan secara detail tahapan-tahapannya mulai dari pengambilan 
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blanko, pengisiannya pun dituntun oleh petugas, kemudian kelengkapan 
berkas yang dibutuhkan sampai dibuatkannya NPWP”  
 
Dari pernyataan Wajib Pajak di atas menunjukkan bahwa pelayanan yang 
diberikan pada KPP Pratama Parepare telah berjalan dengan baik. Pelayanan 
yang baik merupakan salah satu kunci tercapainya peningkatan kepatuhan Wajib 
Pajak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peranan aparatur pajak 
dalam Sistem Pemungutan Pajak  adalah memberikan pelayanan kepada Wajib 
Pajak, dilihat dari kenyataan pada kecamatan soreang bahwa Pemungutan yang 
dilakukan berjalan dengan intensif karena pelayanan yang diberikan oleh 
aparatur memberikan dampak positif pada Wajib Pajak untuk memenuhi 
kewajibannya. 
c.  Pemeriksaan 
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan 
didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, 
mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan 
dari pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan. 
Pemeriksaan ini penting dilakukan guna menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem Pemungutan, 
hal tersebut dilakukan dalam kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap 
Wajib Pajak dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan 
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pembayaran Pajak dan/atau rugi, SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak 
tepat waktu yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan bila 
terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib 
Pajak tidak benar, adanya pengaduan dari masyarakat yang mengetahui 
kecurangan Wajib Pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maupun 
jika terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan. 
 Penagihan Pajak dimulai dengan adanya suatu pemeriksaan. Apabila 
pemeriksaan sudah dilakukan, maka dikeluarkanlah surat ketetapan pajak. 
Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan 
merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga bagi Wajib Pajak 
yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah, diharapkan dengan 
dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar 
untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik tingkat kepatuhannya.  
Dari informasi yang penulis dapatkan di kecamatan soreang bila Wajib 
Pajak tetap tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak, maka 
akan diberikan sanksi pidana terhadapnya. Namun, sebelum itu dilakukan, maka 
dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan dan penyidikan pajak terhadap Wajib 
Pajak tersebut. Pemeriksaan dan penyidikan pajak terhadap wajib pajak sangat 
perlu dilakukan demi menambah devisa bagi keuangan negara yang sangat 
berperan terutama dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 
Bapak Anto selaku Bagian pemeriksa rmenjelaskan pemeriksaan sebagai 
berikut: 
“Pemeriksaan WP terbagi menjadi 3 jenis yaitu: korespondensi, 
pemeriksaan kantor, dan pemeriksaan lapangan. Apabila dalam penelitian 
SPT terdapat kesalahan tulis dan hitung, maka pemeriksa 
memberitahukan kepada WP dengan surat. Namun, apabila terhadap 
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SPT pajak yang diduga diisi dengan tidak benar atau terdapat kesalahan 
pengisian, penyelesaian dilakukan dengan cara pemeriksaan kantor 
(office audit), yaitu WP diminta untuk membawa data yang dibutuhkan ke 
kantor pajak untuk diverifikasi. Selanjutnya, untuk pemeriksaan yang 
efektif dilakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan di tempat 
kegiatan uasaha WP” (Wawancara pada tanggal 16 Juli 2011) 
 
Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa pemeriksaan dilakukan 
sebagai suatu tindakan pelaksanaan hukum (law enforcement) agar peraturan 
yang dikeluarkan dilaksanakan dengan baik, dan merupakan alat pemerintah 
untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak baik formal maupun material. Dalam UU 
Perpajakan menjelaskan bahwa dalam pengisian SPT Wajib Pajak harus 
mengisinya dengan benar, jelas, dan lengkap. Ketika dalam pemeriksaan 
lembaran SPT didapatkan kekurangan, maka Wajib Pajak wajib untuk melakukan 
pembentulan sesuai dengan yang disampaikan oleh pemeriksa.  
 Dalam melakukan pemeriksaan aparat pajak harus betul-betul teliti 
karena jangan sampai baik dalam pengisian maupun pengitungan pajak oleh 
petugas terjadi kesalahan, sehingga kesalahan yang terjadi akan berdampak 
pada kurangnya atau lebihnya pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Menurut 
Bapak Anto selaku Seksi Pemeriksaan menyatakan bahwa: 
“Untuk masalah keganjalan dalam pemeriksaan pengitungan pajak, kami 
lihat jarang terjadi. Yang biasa dan sering terjadi adalah kesalahan dalam 
pengisian SPT oleh WP, jika kemudian hal itu terjadi kami akan 
memberikan waktu kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan 
atau semacam verifikasi terhadap kesalahan tersebut.” (Wawancara pada 
tanggal 16 juli 2011) 
 
Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengisi SPT dan melakukan pembayaran 
Pajak juga sangat bergantung dari kinerja aparat dalam melakukan tugas dan 
fungsinya. Dimana dalam hal ini petugas dalam melakukan pemeriksaan kepada 
Wajib Pajak harus melakukan pendekatan agar si Wajib Pajak menjadi lebih 
patuh dalam menjalankan tugasnya. 
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Menurut Mr.X sebagai WP bahwa: 
“Yang saya lihat di Kecamatan ini petugasnya ini sebagian besar ramah-
ramah termasuk juga dari petugas pemeriksa pajak. Saya itu dalam 
mengisi SPT dibimbing sama si pegawai pajak ini. Dan dalam 
memberikan penjelasan terhadap kesalahan kami mereka cukup telaten 
dalam memberikan penjelasan kepada saya.” (Wawancara pada tanggal 
16 Juli 2011) 
 
Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa petugas pajak dalam 
melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak telah dilakukan dengan baik, 
karena dari petikan wawancara di atas adanya kepuasan dari si Wajib Pajak 
terhadap kinerja aparat pajak. Dengan adanya kerjasama yang baik dari aparat 
pajak dan Wajib Pajak akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan 
pajak.  
Dalam KUP dijelaskan jangka waktu dalam pemeriksaan pajak, dan 
jangka waktu pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan jenis pemeriksaannya. 
Menurut salah satu petugas pemeriksa yaitu Bapak Anto menjelaskan bahwa 
jangka waktu pemeriksaan kantor dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) 
minggu dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) minggu dan untuk jenis 
pemeriksaan lapangan, jenis ini terbagi menjadi dua yaitu pemeriksaan lapangan 
sederhana yang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang 
menjadi paling lama 2 (dua) bulan sedangkan pemeriksaan lapangan lengkap 
dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang dalam 
jangka waktu paling lama 8 (delapan) bulan. 
Dalam rangka melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak harus 
memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan, catatan-catatan, dan atau 
dokumen yang diperlukan. Apabila dokumen tersebut tidap dapat diberikan atau 
dipinjamkan Wajib Pajak, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan, 
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pemeriksa dapat melakukan penyegelan terhadap ruangan yang diduga 
merupakan tempat penyimpanan dokumen yang bersangkutan. 
Sejauh ini menurut kasi seksi pemeriksaan dan kasi waskon dua masih 
jarang dilakukan penyegelan terhadap Wajib Pajak yang tidak ingin 
meminjamkan dokumennya. Ada beberapa kasus yang terjadi, akan tetapi oleh 
aparat pajak tidak boleh membocorkan dan menyebarkan rahasia ini kepada 
publik, sehingga penulis tidak bisa mendapatkan informasi tersebut.  
Berdasarkan beberapa informasi yang penulis dapatkan, maka dapat 
disimpulkan aparat pajak dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa sudah 
cukup baik, dan hal ini mengindikasikan Pemungutan berjalan dengan Intensif 
karena dengan tingkat kedisiplinan petugas dalam melakukan pemeriksaan akan 
menimbulkan kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat. 
Dari segi proses, pelaksanaan pemungutan PBB di kecamatan soreang 
telah berjalan dengan intensif. Hal ini terlihat dari penyuluhan yang telah 
dilakukan oleh aparat pajak pada beberapa Wajib Pajak, selain itu juga dipasang 
iklan untuk menghimbau masyarakat Wajib Pajak agar taat membayar pajak. 
Dari segi pelayanan, masyarakat Wajib Pajak juga cukup puas terhadap kinerja 
dari aparat pajak. Begitu pula pada proses pemeriksaan, dimana tingkat 
kedisiplinan petugas dalam melakukan pemeriksaan sudah cukup baik. Fungsi 
dari aparatur pajak dalam memberikan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan 
merupakan suatu proses yang berkaitan satu sama lain, terutama dalam 
hubungannya dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban 
pajaknya.    
4.3. Intensifikasi Pemungutan PBB Ditinjau dari Aspek Yuridis 
76 
 
Reformasi perpajakan pada tahun 1983 telah menjadi awal perubahan 
terhadap sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia. Sejak 
diberlakukannya Self Assessment dalam Undang-Undang perpajakan Indonesia, 
peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya 
menjadi semakin mutlak diperlukan. Agar sistem Self Assessment berjalan 
secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal 
yang paling penting.  
Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan melihat sampai sejauh 
mana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya 
a. Pendaftaran Wajib Pajak 
Peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dapat dilihat dari pada tabel 5 
dibawah ini: 
Tabel 5. Persentase Wajib Pajak Terdaftar Pada Tahun 2009 s/d   
Maret 2011 
Tahun Frekuensi Persentase % 
2009   8.342 - 
2010 10.028 16,8 % 
2011 11.121  9,8 % 
  Sumber: Kantor Camat Soreang, 2011 
Peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dapat kita lihat pada tabel 5 
dimana pada tahun 2011 tercatat jumlah Wajib Pajak terdaftar mencapai 11.121 
WP, meningkat sebesar 9,8% atau Jumlah WP bertambah sebanyak 1.093 WP 
dari tahun 2010. Dan dari tahun 2009 – 2010 meningkat sebesar 16,8% atau 
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jumlah WP bertambah sebanyak 1.686 WP. Dari data tersebut dan informasi dari 
beberapa informan dapat kita simpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat 
untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dari tahun ke tahun semakin 
membaik, hal ini membuktikan bahwa Sistem pemungutan PBB dapat berjalan 
dengan intensif dan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban 
pajaknya karena prosedurnya yang sederhana dan mudah.  
 Wajib pajak yang sudah memenuhi kewajiban pajak obyektif dan 
subyektifnya, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak 
untuk dikukuhkan statusnya sebagai Wajib Pajak dengan memiliki Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP). Hal ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 pasal 2 ayat 
(1) “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib 
mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 
meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya 
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.” 
 Dalam pasal 2 ayat (5) dimana tata cara pendaftaran dan pengukuhan 
termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan. Sesuai dengan pasal tersebut penulis kemudian mencari tahu 
bagaimana prosedur pendaftaran yang diterapkan pada KPP Pratama, dan 
berikut penuturan Bapak Muh.Dahri sebagai salah satu petugas kolektor pada 
kecamatan soreang yang menyatakan bahwa: 
“Prosedur pendaftaran yang diterapkan di kecamatan soreang dilakukan 
dengan cara dimana Pemilik Tanah atau bangunan yang ingin 
mendaftarkan dirinya sebagai WP datang menghadap kepada lurah, 
setelah itu lurah memberikan saran kepada WP untuk datang ke kantor 
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pajak untuk mengambil blanko dan membawanya kembali ke kantor lurah 
untuk diisi sesuai keadaan lapangan berdasarkan informasi dari WP tsb. 
Kemudian setelah itu melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan, 
setelah syarat-syarat telah terpenuhi kemudian akan dibuatkan NPWP-
nya.” (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2011) 
 
Berikut Gambar alur Pendaftaran Wajib Pajak : 
 
 
 
 
 
 
Hal yang sama juga diutarakan oleh salah seorang Wajib Pajak yang 
bernama Bapak M.Syahrir bahwa: 
“Prosedur pendaftaran Wajib Pajak yang diterapkan di kecamatan ini 
cukup mudah, dimana kami harus mengisi blanko pendaftaran dan 
melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan.” 
(Wawancara pada tanggal 22 Juli 2011)  
 
 Dari penuturan kedua informan diatas dapat dikatakan bahwa 
pendaftaran untuk menjadi seorang Wajib Pajak memang cukup mudah, 
sederhana dan tidak berbelit-belit. Hal ini sesuai dengan yang diharapkan dari 
Pemilik 
Tanah/Bangunan 
Kantor 
Lurah 
KPP 
(Ambil 
Blanko) 
Pengisian 
Blanko 
Melengkapi 
syarat-syarat 
Pembuatan 
NPWP 
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reformasi administrasi perpajakan yang menginginkan terciptanya pelayanan 
yang memudahkan masyarakat.  
 Pemungutan pajak dikatakan intensif jika tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
semakin baik, dan salah satu indikator peningkatan kepatuhan Wajib Pajak 
adalah semakin sadarnya masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib 
Pajak. Untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang 
mendaftarkan dirinya, penulis menanyakan sejauh mana peningkatan jumlah WP 
yang melakukan pendaftaran setiap tahunnya. Dan berikut penuturan beberapa 
informan: 
 Bapak Muh Dahri dari petugas kecamatan menyatakan bahwa: 
“Ya, jelas itu de’, itu peningkatan jumlah WP karena terjadinya mutasi 
mutasi tanah, yang tadinya satu lokasi ada dua atau tiga orang yang 
membeli maka lahirlah objek objek pajak yang baru. menurut pengamatan 
kami telah terjadi peningkatan jumlah pendaftar setiap tahunnya, dan 
kami melihat kesadaran masyarakat sudah cukup bagus dalam hal ini.” 
(Wawancara pada tanggal Juli 2011) 
Menurut Bapak Suparman dari seksi Pengolahan Data dan Informasi juga 
menyatakan hal yang sama bahwa: 
“Sesuai dengan data yang kami dapatkan memang terjadi peningkatan 
jumlah Wajib Pajak yang mendaftar di kecamatan setiap tahunnya.” 
(Wawancara pada tanggal 23 Juli 2011) 
 
b.  Pelaporan SPT 
 Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa 
Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau 
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bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Surat Pemberitahuan 
Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun 
pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu 
tahun pajak atau bagian tahun pajak. 
  Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa  “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi 
Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia 
dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan 
menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak 
tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan 
oleh Direktur Jenderal Pajak.” 
 Untuk mengetahui apakah pelaporan dan pengisian SPT telah dilakukan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penulis menanyakan hal tersebut kepada 
para petugas pajak yang bertugas khusus di kecamatan soreang. Berikut 
penuturan dari beberapa informan: 
Hasil Wawancara kepada Wajib Pajak, Atas Nama Ibu Ani selaku WP 
mengatakan : 
“ Secara pribadi, untuk masalah pengisian dan melaporkan SPT yang 
diberikan oleh petugas, saya sudah mampu untuk mengisi sendiri karena sudah 
terbiasa diajarkan dan dituntun sama pegawainya. Dan juga saya sudah bias 
mangisinya sesuai dengan ketentuannya “ (Wawancara tanggal 02 okt 2011) 
 
Bapak Syamsul juga mengatakan bahwa : 
 
“ Selama sudah di lakukannya penyuluhan oleh petugas pajak, dan juga 
himbauan untuk membayar pajak tepat waktu. Saya yang dulunya sering 
81 
 
terlambat melaporkan atau menyampaikan SPT yang sudah dikasih oleh 
petugas, sekarang sudah jarang terlambat walaupun hanya sekali-kali. hal ini 
saya lakukan agar saya tidak dikenakan sanksi atas keterlambatan saya jika telat 
membayar pajak “ (Wawancara tanggal 02 okt 2011) 
 
Bapak Muh.Dahri  selaku kolektor menyatakan bahwa: 
“Selama ini yang kami lihat dari SPT yang masuk sebagian besar Wajib 
Pajak telah melakukan pengisian SPT sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, dan jika kemudian terjadi keganjalan maka kepada Wajib Pajak 
akan diberikan surat himbauan untuk melakukan klarifikasi terhadap 
kesalahan yang dilakukan. Biasanya yang lebih berwenang untuk 
masalah SPT adalah bagian Account Representative (AR) yang 
merupakan salah satu bagian dari seksi waskon. Biasanya AR akan 
memberikan ketentuan waktu klarifikasi atas kesalahan pengisian SPT 
selama tahun berjalan.” (Wawancara pada taanggal 23 Juli 2011)  
 
Adapun Bapak Slamet sebagai Kasi Waskon 2 menyatakan bahwa: 
“Pengisian SPT pada umumnya sudah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan 
baik. Secara formal sudah baik, akan tetapi secara materil masih perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut.” (Wawancara pada tanggal 23 Juli 2011 ) 
 
 
Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Muh.Dahri bahwa jika 
kemudian didapatkan kesalahan dalam hal pengisian SPT maka Wajib Pajak 
kemudian diminta untuk memberikan surat permintaan penjelasan atas 
kesalahan pengisian yan dilakukan oleh Wajib Pajak. Beliau menjelaskan bahwa 
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan bahwa Surat ketetapan 
pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, 
atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Dari ketiga jenis Surat Ketetapan Pajak 
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ini petugas pajak dalam hal ini Account Representative melakukan penelitian 
terhadap kesalahan yang dilakukan oleh si Wajib Pajak, dan kemudian AR yang 
akan menentukan batas waktu pelaporan permintaan penjelasan oleh Wajib 
Pajak.  
Bapak Slamet sebagai kasi Waskon 2 menyatakan bahwa masih perlunya 
peningkatan kesadaran Wajib Pajak dalam hal pelaporan SPT karena 
menurutnya selama ini peningkatan jumlah pendaftar Wajib Pajak masih kurang 
diimbangi pelaporan SPT oleh Wajib Pajak. Bapak Slamet menyatakan sebagai 
berikut: 
“Jika melihat tingkat kesadaran pelaporan SPT Wajib Pajak Pribadi dan 
Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Badan masih cukup baik dibanding 
dengan Wajib Pajak pribadi. Hal ini mungkin dikarenakan karena masih 
kurang pemahaman WP Pribadi terhadap prosedur pelaporan dan 
pengisian SPT. Secara keseluruhan rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam 
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan hingga Juli 2011 telah 
mencapai 54,84%, hal ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2010 
dimana rasio kepatuhan sebesar 52,61%.” (Wawancara pada tanggal 23 
Juli 2011) 
 
c.  Penghitungan Pajak  
 Kemampuan Wajib Pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajaknya 
akan sangat membantu aparat pajak dalam memperlancar proses pemungutan 
pajak. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan Wajib Pajak dalam 
menghitung kewajiban pajaknya, berikut beberapa hasil wawancara dengan 
beberapa aparatur pajak: 
 Menurut Bapak Muh.Dahri menyatakan bahwa: 
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“Selama ini yang kami lihat, kemampuan Wajib Pajak dalam melakukan 
penghitungan pajaknya sudah cukup bagus. Hal ini sesuia dengan hasil 
pelaporan Surat Setoran Pajak yang masuk bahwa WP sudah cukup 
bagus dalam masalah ini.” (Wawancara pada tanggal 23 Juli 2011) 
Kemudian menurut Pak Latah selaku WP mengatakan: 
“ Sekarang saya sudah bisa menghitung sendiri pajak saya, tanpa dibantu 
oleh petugas. Karena dulu waktu ada petugas yang datang ke rumah, 
saya diajarkan cara menghitungnya. Dan Alhamdulillah sekarang selama 
saya menghitung sendiri kewajiban pajak saya, sudah jarang ada petugas 
yang datang membawa kembali SPT yang telah saya setor “ (Wawancara 
Tanggal 03 Okt 2011) 
Ada juga hasil wawancara dari ibu sianing selaku WP : 
“ Dari dulu de’ saya sudah mengerti cara menghitung sendiri pajak saya, 
jadi untuk sekarang ini saya masih pintar dalam hal seperti itu “ 
(Wawancara 02 Okt 2011) 
Dari pernyataan di atas jelas bahwa kemampun Wajib Pajak dalam 
melakukan penghitungan kewajiban pajaknya sudah cukup baik. Dengan 
pemahaman yang lebih baik oleh Wajib Pajak, maka akan sangat membantu 
aparatur pajak dalam memperlancar proses pemungutan pajak. Selain itu, 
dengan pemahaman yang lebih baik tujuan pemungutan yang intensif akan 
tercapai karena Wajib Pajak akan menghitung sendiri seberapa besar kewajiban 
pajaknya sehingga kecil kemungkinan terjadinya pembebanan pajak yang tidak 
sesuai dengan penghasilan masyarakat Wajib Pajak. 
d.  Pembayaran Pajak 
Pembayaran atau penyetoran pajak diatur pada pasal 9 UU Perpajakan 
No. 28 Tahun 2007. Dimana pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Menteri 
Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak 
yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, 
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paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya 
Masa Pajak.” 
Selain itu juga diatur ketentuan apabila Wajib Pajak melakukan 
pembayaran setelah jatuh tempo maka akan dikenai sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo 
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 
penuh 1 (satu) bulan (UU No. 28 Tahun 2007 pasal 9 ayat (2a)).  
Hasil Wawancara Dengan Pak Latah selaku WP adalah : 
“ Untuk masalah pembayaran pajak saya sudah tidak pernah terlambat 
karena saya sendiri yang menghitung kewajiban saya kemudian melaporkannya 
ke petugas pajak atau membawanya langsung ke kantor kecamatan kalau tidak 
sempat ke kantor pajak. Biasanya juga saya membayar pajak di titipkan sama 
pak RT setempat “ (Wawancara 03 Okt 2011) 
WP lain atas nama Bu Sidrah mengatakan : 
“ Jujur saja yah saya ini paling takut telat membayar pajak karena takut 
dikenakan denda sama petugas pajak, jadi selama ini saya selalu membayar 
pajak sebelum tanggal jatuh temponya, pajaknya saya bayar langsung ke BRI 
karena biasanya kalau dibayar di RT atau kepala lingkungan kadang terlambat  “ 
(Wawancara 03 Okt 2011) 
Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Nuraini Shoheh, 
S.IP selaku Koordinator penerimaan PBB Kecamatan Soreang, diperoleh 
keterangan bahwa jenis sanksi yang dilaksanakan di kecamatan ini adalah 
sanksi aministrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan dari pokok pajak terutang 
yang penagihan pajaknya berdasarkan SPPT bukan berdasarkan SKP. Alasan 
pengenaan sanksi tersebut adalah agar wajib pajak PBB segera membayar 
kewajibannya sehingga target anggaran yang berasal dari PBB dapat tercapai 
dan terciptanya tertib administrasi bidang perpajakan serta adanya kepastian 
hukum dalam hal pemilikan, penguasaan dan atau pemanfaatan objek PBB. 
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Untuk lebih memperjelas alur penerapan sanksi, beliau juga memaparkan 
proses pelaksanaan sanksi yaitu: 
a. Setelah SPPT disampaikan oleh petugas pemungut pajak tingkat Desa 
(kepala desa/RT) kepada wajib pajak, si wajib pajak tidak melaksanakan 
kewajibannya yaitu membayar PBB-nya dalam toleransi waktu yang diberikan 
(6 bulan). 
b. Setelah itu petugas pemungut pajak tingkat desa (kepala desa dibantu 
bayan/RT) akan memberitahukan bahwa wajib pajak dimaksud belum 
memenuhi kewajibannya yaitu membayar PBB dalam waktu yang telah 
ditentukan. 
c. Baru setelah itu wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% per bulan dari pokok pajak yang dihitung setelah lewat 
masa toleransi pembayaran PBB (6 bulan) dan pembayaran dilakukan di 
Bank Rakyar Indonesia (BRI) Unit Kota atau dapat dititipkan kepada kolektor 
pemungut pajak (pamong desa atau kecamatan) lalu pamong 
desa/kecamatan membayarkannya ke BRI Unit Kota beserta bunganya. 
Berikut ini disajikan contoh penghitungan PBB yang terlambat bayar dan 
telah dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari 
pokok pajak terhutang. 
SPPT tahun 2010 diterima pada tanggal 1 Maret 2010 dengan pajak 
terhutang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah). Sesuai dengan 
ketentuan UU jatuh tempo pembayaran PBB tersebut adalah 6 (enam) bulan 
setelah SPPT diterima yaitu tanggal 31 Agustus 2010.dalam contoh kasus ini 
si wajib pajak baru membayar pada tanggal 21 Oktober 2010, jadi terlambat 
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sebulan 20 (dua puluh) hari maka dihitung menjadi 2 bulan.besarnya denda 
yang dikenakan adalah 2 x 2% x Rp.100.000,-= Rp.4000,-. 
Jadi pajak yang harus dibayar adalah RP.100.000 + Rp.4000, = Rp.104.000,- 
Dari ketentuan tersebut penulis kemudian menanyakan apakah Wajib 
Pajak di kecamatan soreang ini telah melakukan pembayaran atau penyetoran 
pajak dengan tepat waktu. Dan berikut beberapa petikan wawancara dari 
beberapa informan. Menurtu Bapak Muh.Dahri menyatakan bahwa: 
“Menurut kami, pada umumnya WP sudah tepat waktu dalam melakukan 
pembayaran, walupun sebenarnya sih masih ada sebagian kecil 
diantaranya yang melakukan pembayaran setelah jatuh tempo. Nah, jika 
kemudian terjadi penyetoran setelah jatuh tempo biasanya akan dikenai 
sanksi sesuai dengan UU Perpajakan.” (Wawancara pada tanggal 23 Juli 
2011) 
Kemudian hal senada juga diutarakan oleh Bapak Suparman bahwa: 
“Sebagian besar Wajib pajak telah melakukan pembayaran tepat waktu, 
kami melihat Wajib Pajak sudah mulai sadar dalam memenuhi kewajiban 
pajaknya. Bisa dikatakan bahwa terjadi perubahan yang positif dari Wajib 
Pajak untuk membayar pajak dengan waktu.” (Wawancara pada tanggal 
24 Juli 2011) 
Selain daripada itu, penulis juga menanyakan mengenai mekanisme 
pemungutan pajak PBB yang dilakukan di kecamatan soreang ini. Berikut hasil 
wawancara yang didapat dari Bapak Muh. Dahri : 
“Untuk masalah mekanisme pemungutan pajak yang kami lakukan di 
kecamatan soreang ini, aparat dari kantor pajak yang turun tangan 
langsung ke kecamatan, namun bekerjasama dengan PEMDA khususnya 
petugas kelurahan dan kecamatan untuk kemudian mendatangi masing-
masing rumah WP untuk menagih atau melakukan pemungutan pajak 
yang harus dilunasi, seperti itu de’ mekanismenya“ 
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Dari kedua informan tersebut, sebagian besar Wajib Pajak telah 
melakukan pembayaran tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan pada pasal 9 
ayat (2a) bahwa jika Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo 
maka akan dikenai sanksi administrasi. Dari penuturan beberapa informan jelas 
bahwa pelaksanaan pemungutan PBB di kecamatan soreang dapat berjalan 
dengan intensif karena sebagian besar Wajib Pajak telah melakukan 
pembayaran dengan tepat waktu.  
Setelah mengetahui Wajib Pajak sudah mulai sadar akan kewajiban 
pajaknya perlu untuk diketahui seberapa besar peningkatan kepatuhan Wajib 
Pajak dalam melakukan pembayaran setelah dilakukannya proses intensifikasi 
pemungutan. Penulis kemudian mencoba  mencari tahu hal tersebut dengan 
menanyakan kepada beberapa informan, dan berikut beberapa hasil wawancara 
dengan beberapa aparatur pajak: 
 Menurut Bapak Slamet menyatakan bahwa: 
“Jika berbicara masalah kepatuhan, kita akan membandingkan WP 
terdaftar, SPT yang masuk, dengan pembayaran pajak, nah jika kita 
melihat hal ini sebenarnya WP terdaftar dibandingkan dengan SPT yang 
masuk masih belum terjadi keseimbangan karena WP terdaftar lebih 
besar dibandingkan dengan SPT yang masuk, begitu pula SPT yang 
masuk dengan jumlah pembayar pajak masih belum terjadi 
keseimbangan. Akan tetapi untuk peningkatan setiap tahunnya, sudah 
cukup bagus dan kami melihat setiap tahunnya terjadi peningkatan.” 
(Wawancara pada tanggal 24 Juli 2011) 
Adapun menurut Bapak Muh.Dahri adalah sebagai berikut : 
“Untuk detail masalah peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam 
melakukan pembayaran lebih diketahui oleh bagian data dan informasi 
dan seksi waskon yang mengurusi masalah kepatuhan Wajib Pajak. Tapi 
yang kami lihat selama  ini terjadi penigkatan yang cukup baik untuk 
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masalah kepatuhan pembayaran.” (Wawancara pada tanggal 24 Juli 
2011) 
Kemudian menurut Bapak Suparman dari Seksi Pengolahan Data dan 
Informasi bahwa: 
“Dari data yang masuk memang terjadi peningkatan kepatuhan Wajib 
Pajak dalam melakukan pembayaran mengalami peningkatan, akan tetapi 
jika membandingkan dengan tingkat kepatuhan dalam hal pelaporan SPT 
maka masih perlu untuk ditingkatkan.(Wawancara pada tanggal 24 Juli 
2011)” 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5. 1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
Telah terjadi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan 
pembayaran, namun tingkat kepatuhan ini masih perlu untuk ditingkatkan karena 
peningkatan SPT yang masuk lebih besar dibanding dengan jumlah Wajib Pajak 
yang melakukan pembayaran. Padahal yang seharusnya yang terjadi SPT yang 
masuk harus seimbang dengan jumlah WP yang melakukan pembayaran.  
Secara umum intensifikasi pemungutan PBB di kecamatan soreang 
sudah berjalan dengan cukup baik, atau dengan kata lain Intensifikasi 
Pemungutan PBB berjalan dengan cukup efektif karena setiap tahunnya terjadi 
peningkatan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Parepare setiap 
tahunnya. Peningkatan penerimaan pajak merupakan salah satu indikasi 
terjadinya peningkatan kesadaran Wajib Pajak. 
5. 2 Saran 
 Setelah memberikan Kesimpulan dari proses Intensifikasi Pemungutan 
PBB di Kecamatan Soreang, Maka penulis juga memberikan saran sebagai 
berikut : 
 Melihat Masih belum seimbangnya peningkatan jumlah Wajib Pajak 
dengan Jumlah pelapor SPT, Maka Sebaiknya aparat pajak lebih memberikan 
penyuluhan atau pembinaan tentang Pajak kepada Wajib Pajak, utamanya bagi 
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mereka yang belum memahami betul cara-cara pengisian SPT, dan juga bagi 
mereka yang masih terlambat membayar pajak dan melaporkan SPT. 
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